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P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Bky

الرحيم    الرحمن الله  بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan dalam  perkara cerai gugat antara:

Penggugat,  Umur  19  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di,  Kabupaten

Bengkayang, sebagai  Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur  21  tahun,  agama  Islam,  Pendidikan  SD,  pekerjaan  Buruh

Bangunan,  tempat  tinggal  terakhir  di  Kabupaten  Bengkayang,

Sekarang  Tidak  Diketahui  Tempat  Tinggalnya  Di  Seluruh  Wilayah

Negara Republik Indonesia sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa  Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya  tanggal  12  Januari

2018  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bengkayang,  dengan  Nomor

21/Pdt.G/2018/PA.Bky, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

 1. Bahwa,  pada  tanggal  06  Juli  2015,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 03 Juli 2015;   

 2. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat;   

 3. Bahwa,  selama dalam pernikahan antara  Penggugat  dan Tergugat  telah

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

seorang  anak  bernama  Anak  Penggugat  dan  Tergugat,  lahir  tanggal  8

Januari 2016, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;   

 4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir tahun 2015 keadaan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  bermasalah  sehingga  antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus;   

 5. Bahwa,  adapun  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

antara  Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

  

 a.  Sikap  tempramen  Tergugat  yang  berlebihan  dimana  masalah  kecil

selalu dibesar-besarkan;   
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 b.  Sikap  egois  Tergugat  yang  berlebihan  dimana  semua  keinginan

Tergugat harus selalu dituruti;   

 c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;   

 d.  Tergugat  kurang  dalam  memberi  nafkah  sehingga  untuk  memenuhi

kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Penggugat;  

 6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menampar Penggugat;   

 7. Bahwa,  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

semakin  tajam  dan  memuncak  pada  bulan  September  2016  yang  di

sebabkan  Tergugat  marah  kepada  Penggugat  hanya  karena  Penggugat

salah mengunakan pakaian saat akan pergi undangan;   

 8. Bahwa,  setelah  pertengkaran  tersebut  tanpa seizin  Penggugat,  Tergugat

pergi  meninggalkan tempat  tinggal  bersama hingga  gugatan ini  diajukan

sudah lebih kurang  1,3 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi

kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;   

 9. Bahwa, setelah kepergian Tergugat tersebut,  Penggugat sudah berusaha

mencari  keberadaan  Tergugat  dengan  bertanya  kepada  orang  tua  dan

teman Tergugat namun mereka juga tidak mengetahuinya;   

 10.Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di  atas,  maka Penggugat merasa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi

dan memilih untuk bercerai dari Tergugat; 

  

 11.  Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka

Penggugat mohon supaya diizinkan untuk berperkara secara Prodeo; 
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Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, Penggugat  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq Majelis Hakim, agar segera

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut:

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.  Menetapkan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  putus  karena

perceraian; 

3.  Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 

 Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

  

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak

datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun   Tergugat    telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sesuai  dengan relaas panggilan tanggal

19 Januari 2018, dan tanggal 19 Pebruari 2018, sedang ternyata bahwa tidak

datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan  kepada Penggugat agar tidak

bercerai dari Tergugat, akan  tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  kemudian

pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat  gugatan  dalam

sidang tertutup untuk umum  yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai  Penggugat  tidak dapat didengar

dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa,  untuk  memperkuat  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti berupa:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor   ,  tanggal  03  Juli  2015,  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sungai  Raya,

Kabupaten  Bengkayang,  bermeterai  cukup dan telah  dicocokkan sesuai

dengan aslinya, (P.1);
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotokopi  Surat  Keterangan Nomor  140/10/Pem,  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala  Desa  Sungai  Jaga  B,  Kecamatan  Sungai  Raya,  Kabupaten

Bengkayang,  bermeterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  sesuai  dengan

aslinya, (bukti P.2);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-

saksi sebagai berikut:

1. Saksi  1,  saksi  adalah  ayah kandung Penggugat,  telah   memberikan

keterangan  di  bawah  sumpah  yang pada pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa,  Penggugat  dan Tergugat  adalah  pasangan suami isteri sah

yang telah menikah  sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu)

orang anak;
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- Bahwa  setahu  saksi  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat baik dan rukun, namun sejak anak mereka berumur 4 (empat)

bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-   Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, dan juga Tergugat

pernah menampar Penggugat;

-  Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;

-  Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, bahkan alamat dan

tempat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi;

-  Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah dating dan

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

-  Bahwa, saksi sudah pernah mencari  Tergugat namun tidak diketahui

keberadaan Tergugat;

-  Bahwa,  saksi  sudah  pernah menasihati  Penggugat  agar  tetap  rukun

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi adalah paman Penggugat, telah  memberikan  keterangan

di  bawah  sumpah  yang pada pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa,  Penggugat  dan Tergugat  adalah  pasangan suami isteri sah

yang telah menikah  sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu; 
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- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu)

orang anak;

- Bahwa  setahu  saksi  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  dan  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

-   Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat sering marah tan pa sebab, dan Tergugat Juga suka minum-

minuman keras, dan juga Tergugat pernah menampar Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat;

-  Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, bahkan alamat dan

tempat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi;

-  Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah dating dan

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

-  Bahwa, saksi sudah pernah mencari  Tergugat namun tidak diketahui

keberadaan Tergugat;

-  Bahwa,  saksi  sudah  pernah menasihati  Penggugat  agar  tetap  rukun

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  menyatakan  tidak  mengajukan  sesuatu  tanggapan

apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
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tetap  pada  gugatannya  ingin  bercerai  dengan  Tergugat,  serta  mohon  agar

Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  maka  semua  yang

tertulis dalam  berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan

Penggugat  telah  ternyata  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh

orang  lain  sebagai  kuasanya  yang  sah  untuk  datang  menghadap  di

persidangan, meskipun Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai

Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangannya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  telah  berusaha

mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan

Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1)

dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Jo.

Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut

tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa Tergugat  tidak  datang menghadap di  persidangan

maka  upaya  damai  melalui  mediasi  sebagaimana  dimaksud  oleh  Peraturan

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2016 tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  pula

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,  sedangkan  tidak

ternyata  bahwa  tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah

serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat  tersebut   dapat

dikabulkan secara verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal  149  ayat (1)

Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendasarkan  gugatannya  pada  alasan

yang  pada  pokoknya  adalah  bahwa  sejak  akhir  tahun  2015,  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  karena  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  dikarenakan  sikap  tempramen

Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, sikap

egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu

dituruti,  Tergugat  juga  sering  minum-minuman  keras  sampai  mabuk,  serta

Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari  selalu  dibantu  oleh  orang  tua  Penggugat.  Dengan  sebab-sebab

tersebut  Penggugat  merasa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
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Menimbang, bahwa karena Tergugat  tidak pernah datang menghadap ke

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak

ternyata ketidak datangannya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat  telah mengakui

dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat dianggap dengan

sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya

di depan persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan

yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan  sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2) serta 2 orang saksi

yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   bukti  (P.1)  perihal  peristiwa

perkawinan  Penggugat  dan Tergugat yang  merupakan  akta  otentik  maka

Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai

bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat harus   dinyatakan  terbukti  sebagai

suami  isteri  yang  masih  terikat  dalam perkawinan  yang  sah,  hal  ini  sesuai

dengan  ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti (P.2) perihal Surat Keterangan

yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah,
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sempurna  dan  mengikat,  maka  terbukti  bahwa  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan

sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  mengenai  dalil-

dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi

keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian

sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut

dapat diterima; 

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,

keterangan  Penggugat  dan  alat  bukti  yang  ada  yang  kesemuanya  telah

dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya,

maka  Majelis  Hakim  telah  dapat  menemukan  fakta-fakta  di  persidangan

sebagai  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  keterangan

Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan
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dalam  hubungannya  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  maka  Majelis

Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat  adalah suami isteri sah yang menikah

pada tanggal 6 Juli 2015 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai  1

(satu) orang anak; 

- Bahwa, sejak akhir tahun 2015 rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat

sudah  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Tergugat  telah pergi

meninggalkan  Penggugat  sejak  bulan  September  2016  sampai  dengan

sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi bahkan

alamat dan tempat tinggalnya sudah tidak diketahui; 

- Bahwa,  meskipun  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah  berusaha

menasihati  Penggugat  untuk  bersabar  dalam  membina  rumah  tangga

dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat  tetap bersikeras

ingin bercerai; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dan  terbukti  pula  bahwa  pertengkaran  tersebut  telah

mempengaruhi  keharmonisan hubungan antara  Penggugat  dengan Tergugat

dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling

menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan

dalam Pasal  1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal  3 Kompilasi
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Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal,

bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan

yang  dialami  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  seperti  apa  yang  telah

dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut

sudah  sangat  sulit  untuk  diwujudkan,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  alternatif  yang  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak  agar

keduanya  terlepas  dari  percekcokkan  dan  penderitaan  bathin  yang

berkepanjangan  adalah  dengan  menceraikan  ikatan  perkawinan  Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim berpendapat  perlu  mengetengahkan

petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درأ

Maksudnya: ”Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada

mencapai kemaslahatan” ;

dan petunjuk syar’i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil

alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

اليذاء            وكان الزوج اعتراف او الزوجة ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فاذا

بينهما            الصلح عن القاضي وعجز امثالها بين العشرة دوام معه يطلق مما

بائنة   طلقة طلقها

Artinya:  “Jika  tuduhan di  depan pengadilan  terbukti  dengan keterangan istri

atau karena pengakuan suami,  sedangkan hubungan suami istri  tak

dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami
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dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, boleh dijatuhkan

talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  telah

beralasan  hukum  dan  telah  sesuai  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo

Pasal 19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 Jo Pasal  116

huruf  (f)  Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan

Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra

Tergugat terhadap Penggugat  yang akan  termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  telah  mengajukan  permohonan

untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan Ketua pengadilan Agama

Bengkayang  telah  mengabulkan  permohonan  Penggugat  tersebut  sesuai

dengan Penetapan Nomor W14-A8/411/HK.05/I/2018, tanggal 12 Januari 2018,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama  Bengkayang tahun  2018  yang  jumlahnya  sebagaimana  tercantum

dalam amar putusan ini;

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan Tergugat  yang telah  dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

datang menghadap di persidangan tidak hadir; 

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

Hal. 14 dari 16 put. Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  tergugat (Tergugat)  terhadap

penggugat (Penggugat); 

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam

belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara; 

Demikian  putusan ini  dijatuhkan dalam rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim yang  dilangsungkan pada hari  Selasa  tanggal  22  Mei  2018  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Arsyad, S.H.I.

sebagai  Ketua  Majelis,  Acep  Sugiri,  S.Ag,  M.Ag.  dan  Muhammad  Lukman

Hakim, S.Ag, M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh

Etha,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,                  Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.    Arsyad, S.H.I.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

  

               Etha, S.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

  1.  Biaya Alat Tulis Kantor  Rp.         50.000,- 
   2.  Biaya Panggilan  Rp.       260.000,- 
  3.  Biaya Meterai  Rp.            6.000,- 

         Jumlah           Rp.       316.000,-
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